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Abstrak

Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, dampaknya terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta strategi penanganan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kepustakaan (literature review) dengan analisis kebijakan kesehatan dan studi kasus kematian ibu dan bayi di RSUD dr. TC Hillers Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Analisis kasus dilakukan menggunakan Three Delays Model untuk mengidentifikasi hambatan sistemik dalam pelayanan kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali, sementara daerah 3T mengalami kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, minimnya insentif, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelayanan kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta terhambatnya implementasi transformasi kesehatan nasional. Upaya pemerataan tenaga kesehatan memerlukan strategi komprehensif melalui penguatan kebijakan redistribusi tenaga kesehatan, peningkatan insentif, pengembangan pendidikan kesehatan berbasis daerah, serta pemanfaatan teknologi telemedisin.
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PENDAHULUAN 
Pemerataan pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan kesehatan nasional. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan serius berupa ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan di Pulau Jawa dan wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas menjadi tidak merata (Romdhoni, 2025; Marissa, et al, 2026).
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar dokter spesialis masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali, sedangkan banyak daerah di Indonesia Timur mengalami kekurangan tenaga kesehatan esensial. Ketimpangan tersebut menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan primer maupun rujukan, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan, kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya angka kesakitan masyarakat (Kemenkes, 2023).
Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan, termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan pemerataan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pilar transformasi kesehatan nasional. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan geografis yang menyebabkan pemerataan tenaga kesehatan belum tercapai secara optimal (UU, 2023).
Salah satu contoh nyata dampak ketimpangan distribusi tenaga kesehatan terjadi di RSUD dr. TC Hillers Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, ketika seorang ibu dan bayinya meninggal dunia akibat tidak tersedianya dokter spesialis anestesi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa ketidakmerataan tenaga kesehatan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa masyarakat (Antara News, 2025).
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di daerah 3T, dampaknya terhadap implementasi transformasi kesehatan nasional, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (literature review) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, jurnal kesehatan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan distribusi tenaga kesehatan dan transformasi kesehatan nasional.
Selain telaah literatur, penelitian ini juga menggunakan studi kasus kematian ibu dan bayi di RSUD dr. TC Hillers Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sebagai ilustrasi empiris. Analisis kasus dilakukan menggunakan pendekatan Three Delays Model yang meliputi keterlambatan dalam pengambilan keputusan mencari pertolongan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

HASIL
Ketimpangan Distribusi Tenaga Kesehatan di Daerah 3T
Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih sangat tidak merata. Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali, sedangkan daerah 3T mengalami kekurangan tenaga kesehatan, baik dokter spesialis maupun tenaga kesehatan lainnya. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, rendahnya insentif, serta terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mempertahankan tenaga kesehatan.
Dampak terhadap Implementasi Transformasi Kesehatan
Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan menghambat pencapaian tujuan transformasi kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023. Kekurangan tenaga kesehatan menyebabkan layanan primer dan sistem rujukan tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, standar minimal sumber daya manusia kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah 3T sulit dipenuhi sehingga menghambat pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkeadilan.
Studi Kasus RSUD dr. TC Hillers Kabupaten Sikka
Analisis kasus menunjukkan bahwa kematian ibu dan bayi di RSUD dr. TC Hillers terutama disebabkan oleh keterlambatan ketiga (third delay), yaitu keterlambatan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai setelah pasien tiba di fasilitas kesehatan. Ketiadaan dokter spesialis anestesi menyebabkan tindakan operasi emergensi tidak dapat segera dilakukan sehingga berakibat fatal bagi pasien. Kasus ini mencerminkan dampak langsung dari ketimpangan distribusi tenaga kesehatan terhadap keselamatan pasien.

PEMBAHASAN
Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek geografis, ekonomi, sosial, dan kebijakan. Daerah 3T menghadapi hambatan besar dalam menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan karena keterbatasan fasilitas pendukung, akses transportasi yang sulit, serta peluang pengembangan karier yang relatif terbatas dibandingkan daerah perkotaan (Laksono, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan banyak tenaga kesehatan lebih memilih bekerja di wilayah yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai, sehingga terjadi penumpukan tenaga kesehatan di kota-kota besar dan kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Akibatnya, masyarakat di daerah 3T sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesenjangan pembangunan kesehatan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif, seperti pemberian insentif yang menarik, peningkatan fasilitas kesehatan, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta penguatan program penempatan dan pengembangan karier tenaga kesehatan agar distribusi tenaga kesehatan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia (Jayantri, et al, 2024).
Dalam perspektif transformasi kesehatan, keberhasilan implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Reformasi administrasi seperti pemberlakuan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup dan digitalisasi sistem perizinan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi tata kelola sumber daya manusia kesehatan. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan apabila tidak diikuti dengan kebijakan afirmatif yang lebih kuat, khususnya bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (WHO, 2022; UU, 2023). Diperlukan strategi yang komprehensif melalui pemberian insentif finansial dan nonfinansial, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, jaminan keamanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta pengembangan jenjang karier yang lebih jelas bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan akses. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pendistribusian sumber daya kesehatan menjadi faktor kunci untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. UU Nomor 17 Tahun 2023 juga menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan serta pendistribusian sumber daya kesehatan guna mendukung transformasi sistem kesehatan nasional (Kemenkes, 2024).
Kasus RSUD dr. TC Hillers menunjukkan bahwa kekurangan tenaga kesehatan spesialis dapat menyebabkan kegagalan sistem pelayanan kesehatan meskipun fasilitas kesehatan telah tersedia. Berdasarkan Three Delays Model, hambatan utama bukan terletak pada akses pasien menuju fasilitas kesehatan, melainkan pada ketidaksiapan sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan. Temuan ini menegaskan bahwa pemerataan tenaga kesehatan merupakan komponen fundamental dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional (Kemenkes, 2022; Nugraha, et al, 2021).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi melalui peningkatan insentif finansial dan nonfinansial bagi tenaga kesehatan di daerah 3T, penguatan program penugasan khusus dan redistribusi tenaga kesehatan, pengembangan fakultas kedokteran serta pendidikan spesialis di luar Jawa, dan optimalisasi pemanfaatan telemedisin untuk memperluas akses pelayanan spesialistik di daerah terpencil (Tangcharoensathien, 2015).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil sintesis literatur, beberapa biomaterial kedokteran gigi memiliki potensi titik kritis halal, terutama gelatin, collagen, dan bone graft berbasis xenograft yang berasal dari sumber biologis hewan seperti porcine dan bovine. Titik kritis halal yang paling sering ditemukan meliputi asal bahan baku, status penyembelihan, ketertelusuran (traceability) sumber bahan, serta proses pengolahan biomaterial. Pengembangan biomaterial alternatif berbasis ikan maupun material sintetis berpotensi menjadi solusi untuk mendukung ketersediaan biomaterial yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar awal dalam pengembangan sistem evaluasi titik kritis halal pada biomaterial kedokteran gigi di Indonesia.
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